
SALINAN

BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 27 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 52 TAHUN 2012 TENTANG STANDARISASI INDEK BIAYA KEGIATAN
PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH, PEMELIHARAAN

DAN HONORARIUM KEGIATAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan harga pada beberapa
komponen karena perkembangan pasar dan penambahan
komponen kebutuhan maka Peraturan Bupati Banjarnegara
Nomor 52 Tahun 2012 tentang Standarisasi Indek Biaya
Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah,
Pemeliharaan Dan Honorarium Kegiatan Pemerintah
Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2013
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 52 Tahun 2012
tentang Standarisasi Indek Biaya Kegiatan Pengadaan
Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah, Pemeliharaan Dan
Honorarium Kegiatan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
Tahun Anggaran 2013 perlu diubah;

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan
dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara RI Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 5234);
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4416) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara RI Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4712);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah (Lembaran
Negara RI Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4855);

8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor
310);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun
2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008
Nomor 7 Seri A);

12. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2012
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Barang
Milik Daerah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor  20 Seri E);
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13. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2012 tentang
Standarisasi Indek Biaya Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
Kebutuhan Pemerintah, Pemeliharaan Dan Honorarium
Kegiatan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun
Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2012 Nomor  31 Seri E) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 11 Tahun
2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Banjarnegara Nomor 52 Tahun 2012 tentang Standarisasi
Indek Biaya Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan
Pemerintah, Pemeliharaan Dan Honorarium Kegiatan
Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2013
(Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013 Nomor
11 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 52 TAHUN
2012 TENTANG STANDARISASI INDEK BIAYA KEGIATAN
PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH,
PEMELIHARAAN DAN HONORARIUM KEGIATAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal I

Mengubah Lampiran Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2012 tentang
Standarisasi Indek Biaya Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan
Pemerintah, Pemeliharaan Dan Honorarium Kegiatan Pemerintah Kabupaten
Banjarnegara Tahun Anggaran 2013 yaitu :
1. Bab I. A. : Alat-Alat Besar.
2. Bab I. C. : Harga Alat Bengkel dan Alat Ukur.
3. Bab I. D. : Alat Pertanian, Perikanan dan Peternakan.
4. Bab I. E. : Alat Kantor dan Rumah Tangga.
5. Bab I. L. : Hewan Ternak dan Tanaman.
6. Bab I. M. : Jalan Irigasi dan Bangunan.
7. Bab I. N. : Persediaan Barang Pakai Habis.
8. Bab I. O. : Perlengkapan Bangunan.
9. Bab III. A1. : Biaya Jamuan Makan.
10. Bab III. A2. : Biaya Perjalanan Dinas.
11. Bab III. A4. : Biaya Kursus dan Pendidikan.
12. Bab III. A7. : Biaya Komonikasi dan Informasi.
13. Bab III. A13. : Biaya Operasional Kegiatan Lainnya.
14. Bab III. B.3. : Honorarium Kegiatan Bidang Kesehatan.
15. Bab III. B.6. : Honorarium Kegiatan Lainnya.
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 29-7-2013
BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2013 NOMOR 27 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah,

Cap ttd,

Drs. Fahrudin Slamet Susiadi,MM
Pembina Utama Muda

NIP. 19600519 198510 1 001

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 29-7-2013
SEKRETARIS DAERAH,

Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI


